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Kesadaran, Celah
dan Kebutuhan Transisi
(OJK, 2021)

• Ringkasan ini dipaparkan pada bagian
ringkasan eksekutif.

• Celah yang disebutkan penting untuk
dikritisi: (1) Apakah benar 6 tahun setelah
Roadmap Tahap I dan 4 tahun POJK 
pemahaman industri tetap rendah? 
Mengapa? (2) Apakah standar hijau seperti
dalam PROPER atau ekolabel tidak
dianggap memadai? Apakah benar satu
standar hijau itu dibutuhkan dan 
dimungkinkan untuk beragam sektor? (3) 
Mengapa peluang besar belum
dimanfaatkan? (4) Mengapa risiko LST 
belum diintegrasikan oleh lembaga jasa
Keuangan? (5) Mengapa koordinasi K/L 
dalam Keuangan berkelanjutan masih
menjadi salah satu celah?   
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Prinsip Keuangan Berkelanjutan (OJK, 2021)

Enam tahun setelah
Roadmap Tahap I 

dijalankan, agaknya
penting untuk membuat

penilaian kemajuan
yang ditunjukkan di 

dalam setiap prinsip.  
Apakah Lembaga jasa
keuangan, khususnya

bank, telah melakukan
investasinya secara

bertanggung jawab?  
Apakahpengelolaan

risiko sosial dan 
lingkungan yang 

memadai telah menjadi
bagian integral dari

manajemen risiko yang 
efektif? Dan seterusnya.   
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Kategori Kegiatan
Usaha Berkelanjutan (OJK, 2021)

• Kategori kegiatan usaha
berkelanjutan yang disebutkan
tetap didominasi usaha yang terkait
lingkungan.

• Bagaimana dengan bisnis yang 
mengentaskan kelompok miskin 
(SDG1), pertanian dan pangan
(SDG2), Kesehatan (SDG3), 
Pendidikan (SDG4) dan beragam
bisnis yang memecahkan isu-isu
sosial di Indonesia? 

• Apakah tidak lebih baik menyatakan
secara eksplisit dukungan terhadap
bisnis restorasi alam dan ekonomi
sirkular yang ditengarai akan makin
penting?

• Bagaimana sikap terhadap
pertambangan yang mineral dan 
logamnya dibutuhkan untuk transisi
keberlanjutan, terutama energi
terbarukan?
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Ancaman dan Peluang Keuangan Berkelanjutan
(OJK, 2021)

Data yang ditunjukkan pada sisi ancaman berasal dari publikasi yang sudah cukup lama, dari
tahun 2015, dan tidak jelas dalam menempatkan Indonesia di dalamnya.  Hal ini membuat

ketidakjelasan ancaman atas Indonesia.  Di sisi peluang, besaran kebutuhan pembiayaan
sangatlah besar—secara rerata menjadi 6.780 triliun per tahun, atau 44% dari GDP tahun

2020—namun angka ini tidak disertai dengan berapa yang dibutuhkan di setiap jenis usaha
berkelanjutan, dan dari mana saja pemenuhannya yang paling mungkin.  
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Low Carbon Development Indonesia
(Bappenas, 2019)

Bappenas memiliki dokumen yang apabila ditampilkan akan bisa menunjukkan ancaman dan peluang dari
keberlanjutan yang bisa diterjemahkan untuk sektor keuangan.  Semakin tinggi ambisi keberlanjutan Indonesia, 
makin tinggi pula potensi pertumbuhan ekonominya, dengan beragam manfaat lain.
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Ancaman untuk Indonesia
(Swiss Re Institute, 2021)

Riset Swiss Re Institute 
memberikan gambaran yang 
lebih muram hingga tahun
2050. Dunia akan kehilangan
18% GDP bila BAU, dan 4% 
GDP bila Persetujuan Paris 
tercapai.  Indonesia adalah
negara paling rentan, yang 
akan kehilangan 40% GDP 
bila BAU, dan kehilangan5% 
bila Persetujuan Paris 
tercapai.
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Capaian Keuangan Berkelanjutan
Hingga 2019 (OJK, 2021)
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Produk Keuangan Berkelanjutan dan Jumlahnya
Hingga September 2020 (OJK, 2021)

Beragam produk keuangan berkelanjutan yang disebutkan ini apakah juga mencakup beragam
obligasi dan sukuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI? Kemudian, apakah pemanfaatan dana 

tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam rencana?  Seperti apakah dampak
yang ditimbulkan oleh pemanfaatan dana tersebut?  Di mana penilaian dampak dari

pemanfaatannya bisa diakses oleh masyarakat luas?  Mengingat greenwashingadalah salah satu
tantangan terpenting dalam keuangan berkelanjutan, mekanisme akuntabilitas atas pemanfaatan

dana tersebut sangat penting untuk diperhatikan.  
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Detail Pengembangan
Keuangan Berkelanjutan
2021 – 2025 (OJK, 2021)

• Beberapa kebijakan direncanakan akan dibuat dalam
waktu yang rasanya terlalu lama, mis. integrasi LST dan KPI 
(2021-2023) serta pengembangan insentif (2021-2025) 
yang dapat membuat waktu penerapannya lebih lama lagi.

• Sebagai inti peta jalan, bagian ini seharusnya menyertakan
target-target yang jelas untuk melengkapi detail 
kegiatannya, sehingga kelak pencapaiannya bisa diukur.

• Bagian produk, contohnya, sangat penting menyertakan
target besaran dana keuangan berkelanjutan untuk setiap
jenis produknya, mis. obligasi berkelanjutan, sukuk hijau, 
obligasi sosial.   

• Kurang jelas bagaimana hubungan yang diharapkan 
dengan pemangku kepentingan luar negeri, seperti para 
investor dampak (impact investor), yang memiliki peran 
besar Dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

• Sangat penting untuk menjelaskan bagaimana setiap
kegiatan berkontribusi pada pencapaian target yang lebih
jauh, yaitu SDGs dan Persetujuan Paris—dengan membuat
theory of change.

10



Keseimbangan Sisi 
Penawaran dan 

Permintaan (OJK, 2021)

“… di sisi penawaran, OJK akan mengembangkan infrastruktur
pendukung, antara lain pengembangan produk dan skema inovatif
pembiayaan, pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri keuangan, dan 
pengembangan skema insentif prudensial dan non-prudensial. 
Pengembangan hal-hal tersebut memerlukan dukungan taksonomi
hijau, ketersediaan data, dan kolaborasi di tingkat nasional antara
kementerian dan lembaga serta koordinasi dengan lembaga
multilateral (Gambar 7)….” Apakah yang ditebalkan merupakan tupoksi
Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan?

Apakah memang keuangan berkelanjutan hanya membutuhkan
taksonomi hijau (dengan konotasi lingkungan) sebagaimana di Eropa? 
EU membuat taksonomi hijau (mitigasi, adaptasi, ekonomi sirkular, 
polusi, air, dan keanekaragaman hayati) dalam konteks European Green 
Deal.  Kalau hendak berkontribusi kepada 17 Tujuan SDGs, tidakkah
juga membutuhkan taksonomi untuk dukungan pada aspek sosial
(SDG1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16), aspek ekonomi (SDG8, 9, 10, 12), selain
lingkungan (SDG6, 13, 14, 15)?  Sementara SDG17 dapat diwujudkan
melalui Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan.  
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Risiko Terkait Perubahan 
Iklim dan Dampak
Finansial (OJK, 2021)

Penjelasan tentang risiko terkat perubahan
iklim ini dikaitkan dengan transisi menuju
ekonomi rendah karbon.  Transisi (yang adil) 
atau just transition, tersebut sesungguhnya tak
bisa dipahami dalam jangka pendek (hingga
2025), melainkan setidaknya hingga 2050, 
sebagaimana kurun waktu pencapaian 
Persetujuan Paris, dengan tujuan antara di 
tahun 2030.  Diperlukan kejelasan yang lebih
dalam tentang hal ini, seperti asumsi skenario
ekonomi rendah karbon (LCDI) yang 
dipergunakan, serta target waktu Net Zero 
Emissions (NZE) yang disetorkan Indonesia 
sebagai bagian komitmen Persetujuan Paris. 
Juga, diperlukan diskusi yang lebih baik—
dengan perhitungan risiko yang kuantitatif—
termasuk risiko aset terdampar (stranded 
assets) yang tak disebutkan di dalam teks 
maupun bagan.   
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Prioritas Pengembangan
Roadmap Tahap II (OJK, 2021)

Walaupun dinyatakan ada tujuh komponen pendukung ekosistem
Keuangan berkelanjutan, pada bagian akhir Roadmap dinyatakan bahwa
hingga 2025 pengembangan taksonomihijau, implementasi LST ke
dalam manajemen risiko, serta pengembangan program riil adalah
prioritasnya.  Tidak jelas benar bagaimana perwujudan dari prioritisasi
ketiga komponen itu dibandingkan yang lain, karena tak ada diskusi
memadai soal alasan di balik prioritisasi, juga tak ada target yang 
dinyatakan dengan jelas.

Yang juga belum didiskusikan dengan jelas adalah apa yang bakal terjadi
dengan lembaga jasa keuangan non-bank, termasuk asuransi, 
manajemen asset, fintech, dan pasar modal, yang memegang peranan
sangat penting dalam keuangan berkelanjutan.  Apakah ketiga
komponen prioritas ini, juga empat yang lain, mencakup lembaga-
lembaga jasa Keuangan tersebut?
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Harapan 
Presiden
Joko Widodo

• Harapan ini disematkan sebagai
pembuka bab 3: detail 
pengembangan keuangan
berkelanjutan.

• Undangan untuk investasi di 
energi bersih juga memerlukan
kebijakan lain: sinyal divestasi
yang tegas dari energi kotor.

• Undangan atas investasi yang 
bertanggung jawab (Prinsip 1) 
atau investasi berkelanjutan
memerlukan kebijakan yang tegas
untuk dalam transisi menuju
pencapaian SDGs 2030 dan 
Persetujuan Paris 2050.  

• Mixed signals akan membuat
investor berkelanjutan (termasuk
energi bersih) ragu-ragu untuk
masuk ke Indonesia.
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Contoh Mixed Massages yang Dapat
Mengancam Investasi Berkelanjutan

(Carbon Tracker, 2021; The Guardian, 2021)

Mengundang investasi energi bersih namun diketahui masih
melanjutkan investasi dalam projek pembangkit listrik tenaga

batubara dipastikan membuat investor ragu-ragu untukmasuk
ke Indonesia.  Juga, investasi dalam kendaraan listrik akan sangat

sulit masuk tanpa kejelasan phase out dari kendaraan berbasis
teknologi internal combustion engine.  
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Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Diperlukan kejelasan lebih lanjut untuk bisa membuat Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-
2025) ini dapat diimplementasikan dengan baik. 

2. Di antara yang terpenting untuk dijelaskan adalah: (1) kinerja penegakan prinsip-prinsip keuangan
berkelanjutan pada periode sebelumnya, (2) ancaman dan peluang keuangan berkelanjutan di Indonesia, 
(3) kinerja pemanfaatan produk-produkkeuangan berkelanjutan, (4) detail kegiatan dan target keuangan
berkelanjutan 2021-2025 dengan theory of change-nya, (5) kejelasan tentang peran aspek ekonomi dan 
sosial dalam keuangan berkelanjutan, serta (6) sikap tegas meninggalkan secara bertahap pembiayaan
aktivitas bisnis yang bertentangan dengan tujuan keberlanjutan yang diwujudkan dalam transisi yang adil.

3. OJK perlu membuat rencana jangka panjang keuangan berkelanjutan yang memiliki perspektif lebih jauh, 
yaitu hingga 2030 (SDGs dan tujuan antara Persetujuan Paris) dan 2050 (tujuan Persetujuan Paris), 
sehingga bisa diperlihatkan bagaimana Roadmap 2021-2025 memang sesuai dengan trajektori
pembangunan berkelanjutan Indonesia.

4. OJK perlu memanfaatkan RAN SDGs dan LCDI dari Bappenas dengan LTS-LCCR2050 dari KLHK untuk bisa
membuat perencanaan berjangka lebih panjang tersebut.

5. OJK perlu benar-benar meluaskan cakupan kategoriusaha berkelanjutan, sehingga bisa mencakup
seluruh usaha yang kompatibel dengan SDGs, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial.  OJK juga perlu
membuat kategoriusaha yang tidak berkelanjutan, dengan target pembiayaan serta phase out yang jelas. 
Hanya dengan penggabungan keduanya saja OJK bisa memberikan pesan yang konsisten terhadap seluruh
pemangku kepentingan nasional maupun global tentang transisi yang adil dan peran industri Keuangan di 
dalamnya.              
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